











































6. Pemerintahan daerah berhak menetapkanperaturandaerahdan


























































































































































































































































Pertama,kurang fleksibelnya aturan hukum yang mendukung proses
pembentukan perda. Aturan hukum, khususnya dalam hal
pertanggungjawaban danapelaksanaanproyekdengankebutuhanpemenuhan
perdatentangisu‐isukhususyangsifatnyamendesak,sulitdiprediksidalam
rencana anggaran. Hal ini seringkali menghambatkarenakurang
















melibatkan partisipasiaktifdarimasyarakatdalam keseluruhan proses
pembuatannya.Partisipasiaktifmasyarakatseharusnyatidakhanyaterbatas
dariproses penyaringan aspirasi.Tapijuga,seharusnya,mencakup









































masyarakat,pelaku usaha,konsusmen dan ekonomisecarakeseluruhan;5.
Konsultasidankomunikasidenganstakeholders,dalamsemuatahapan tersebutdi




















































































































































































Pemaknaan terhadap pendayagunaan naskah akademik dalam
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30
Landasansosiologismerupakanpertimbanganataualasanyangmenggambarkanbahwaperaturanyang
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